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Dalam perspektif pembangunan di Indonesia, pulau-pulau kecil yang sebagian besar tersebar di Kawasan
Timur Indonesia (KTI) kurang mendapat perhatian yang cukup berarti. Selamaini pembangunan
dititikberatkan pada pulau besar yang cenderung bersifat ekstraktif dan mempunyai resiko lingkungan cukup
besar. Disisi lain kawasan pulau kecil mempunyai potensi lingkungan besar, karena ekosistem dan
lingkungan laut disekitar kawasan mempunyai keragaman dan produktivitas hayati yang tinggi.

Pulau Wawonii merupakan salah satu pulau di Kabupaten Kendari Propinsi Sulawes Tenggara dan secara
geografis berhadapan dengan perairan Laut Banda. Berdasarkan kedudukannya Pulau tersebut mempunyai
potensi perikanan yang cukup besar, demikian pula kawasan pantai di sekelilingnya mempunyai peluang
untuk pengembangan budidaya dan jasa wisata. Hal ini mendorong Pemerintah Proipinsi Sulawesi Tenggara
untuk mengembangkan kawasan tersebut sebagai kawasan perikanan terpadu.

Masalah penelitian dibatasi pada analisis kebijakan untuk mengembangkan Pulau Wawonii dengan fokus
analisis tentang keterlibatan pelaku (stakeholders), skenario pengembangan, masalah pengembangan serta
langkah kebijakan yang diperlukan guna mengatasi berbagai kendala dalam implementasi skenario
pengembangan. Tujuan penelitian adalah untuk menyusun kebijakan pengembangan Pulau Wawonii,
dengan fokus menetapkan skenario pengembangan, analisis keterlibatan pelaku, masalah yang dihadapi
dalam pengembangan dan alternatif kebijakan pengembangan. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan
melalui pendekatan metode Diskriptif dengan jenis Studi Kasus dan metode kualitatif. Untuk analisis data
digunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan menggunakan alat bantu Expert Choice
Version 9.

Dalam penelitian ini skenario yang digjukan sebagai dasar pengembangan adalah rumusan skenario hasil
studi Penyusunan Agromarine yang dilakukan Puslitbang Transmigrasi sebagai berikut : (1) Skenario |
adalah menekankan kegiatan utama pada penangkapan yang didukung dengan kegiatan budidaya pantai dan
kegiatan pertanian, (2) Skenario I menekankan pada kegiatan utama adal ah budidaya pantai dan didukung
dengan kegiatan penangkapan dan kegiatan pertanian, (3) Skenario 11 menekankan kegiatan wisata bahari
sebagal kegiatan utama yang didukung dengan kegiatan penangkapan, budidaya pantai dan pertanian.

Hasil analisis dengan pendekatan AHP yang merupakan perseps seluruh pihak yang berkepntingan
menunjukkan, bahwa Skenario | dengan nilai bobot yaitu 0.592 merupakan prioritas utama sebagai dasar
untuk pengembangan Pulau Wawonii. Skenario | ini mempunyai nilai bobot lebih tinggi dibandingkan
dengan Skenario Il (0.278) maupun Skenario |11 (0.131). Dengan menggunakan Skenario | sebagai dasar
pengembangan maka akan mempunyai beberapaimplikasi berikut : (a) mempunyal resiko lingkungan relatif
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kecil, (b) mempunyai multiplier efek yang relatif besar terhadap peningkatan kesempatan kerja dan
peningkatan pendapatan, (c) menjamin keberlanjutan usaha, (d) mempercepat proses pertumbuhan kawasan,
dibandingkan dengan ke dua skenario lainnya.

Berdasarkan hasil analisis proses ke depan (Forward Process) menunjukkan, bahwa dari ke empat pelaku
yang terlibat, secara hirarkhi Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai nilai-nilai bobot paling tinggi 0.418,
Swasta (0.250), Masyarakat (0.223) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempunyai nilai bobot
paling rendah (0.110). Dari hasil proses balik (Backward Process) menunjukkan bahwa masalah utama yang
menjadi kendala pengembangan adalah koordinasi pengelolaan dengan nilai bobot yaitu 0.395. Selanjutnya
masalah dalam pengembangan yang perlu mendapat perhatian, secara hirarkhi adalah keterbatasan modal
(0.278), lingkungan dan masalah SDM mempunyai nilai yang sama (0.163). Dari hasil perhitungan terhadap
masalah pengembangan juga menunjukkan bahwa instansi yang mempunyal peran dan bertanggung jawab
mengatas masalah koordinasi adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas
Perikanan dan Kelautan (DKP).

Dari hasil perhitungan dan analisis terhadap kebijakan yang perlu ditempuh seluruh pelaku untuk mengatasi
masalah, prioritas utama adalah meningkatkan koordinasi pengelolaan dengan nilai bobot yaitu 0.296.
Kebijakan penting lainnya yang perlu dijalankan secara hirarkhi adalah pelatihan (0.212), pembangunan
sarana dan prasarana (0.210), perijinan dan fiskal (0.154), penataan ruang (0.068), dan melakukan wajib
Analiss Mengena Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap seluruh kegiatan dengan nilai 0.060.

Berdasarkan analisis terhadap potensi dan analisis kebijakan maka pola pengembangan yang diusulkan
adalah : (1) Skenario kebijakan pengembangan adalah Skenario I, (2) Pengembangan usaha dilakukan
melalui pendekatan agribisnis dan kemitraan dengan pola Inti - Plasma dan swasta berperan sebagal
Pembina, (3) pemanfaatan ruang dengan alokasi adalah : bagian barat sebagai kawasan industri dan
pelabuhan, pantai timur sebagai kawasan budidaya pantai dan darat, bagian tengah dan utara sebagai
kawasan konservasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Untuk mengembangkan Pulau Wawonii
Skenario | merupakan skenario yang diharapkan oleh seluruh pelaku, dengan pertimbangan skenario ini
mempunyai resiko lingkungan relatif kecil, mempunyal efek gandarelatif besar terhadap perluasan
kesempatan kerja dan pendapatan. (2) Terdapat empat pelaku yang berperan dalam pengembangan Pulau
Wawonii, sedangkan pelaku yang mempunyal peran penting adalah Pemerintah Daerah. (3) Dari hasil
proses balik (backward process) menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi adalah terkait dengan
kelembagaan yaitu lemahnya koordinas antar pel aku-pelaku. (4) Kebijakan penting yang diperlukan untuk
mengatasi masalah secara prioritas adalah meningkatkan koordinasi pengelolaan antar pelaku.

Saran dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menjalankan kegiatan pada Skenario | perlu dilakukan melalui
pendekatan agribisinis dan pola kemitraan dengan model Inti-Plasma yang meliibatkan unsur pemerintah,
swasta, dan masyarakat. (2) Perlu dilakukan penataan ruang untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan
antar pelaku maupun guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. (3) Perlu dibentuk organisasi

pengel ola pengembangan dengan menetapkan BAPPEDA bertugas sebagai kordinator perencanaan dan



DKP sebagai penanggung jawab pel aksana kegiatan pembangunan.
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The Policy Study of Small Islands Development (Case Study on Development Polities of Wawonii Island at
Kendari District the Province of Southeast Sulawesiln the process of development of Indonesia, small
islands mostly located in eastern part of Indonesia are lack of attention. So far the development centered on
big islands and tended to extractive sector with high environmental risk. The small islands are about to be
neglected in the development process despite they are actually having high environmental potential due to
thelir virgin ecosystem and biodiversities.

The Wawonii Island is one of the small islands in Kendari distric, the province of Southeast Sulawes,
located in facing with Banda Ocean. The island has very high potential fisheries, and so with the coastal
areas around the island. Those potential could be developed as cultivation areas as well as tourism services.
This condition actually had encouraged the local government to develop the areas as an integrated fisheries
development.

Thisresearch and thesisis restricted just to analyses some policies concerning with the development of
Wawonii Island, especially focused on the analyses of stakeholder involvement, development scenario,
implementation problems, needed strategies and stages to solve the problems and obstacles. Thisresearchis
aimed to compose the policy of development of Wawonii Island covering the alternative scenario of
development, stakeholders involvement, the problems emerge, and the alternative strategy of development.
The research would use descriptive and qualitative method with case study approach. To analyses the
primary data, the instrument of Analytical Hierarchy Process (AHP will be used with other supplementary
tools of Expert Choice Version 9.

This research proposed development scenario as a base of developing Wawonii 1sland through agro marine
system. Those scenarios are ass follows: (1) Scenario I, is stressing the main development activities on
catchments by the support of coastal cultivation and agriculture activities. (2) Scenario Il, is stressing the
main development activities on coastal land cultivation by the support of catchments agriculture activities.
(3) Scenario 11, is stressing the main development activities an oceanic tourism by the support of
catchments, land coastal cultivation and agriculture activities.

The research result by using of AHP approach pointed out that the scenario | (with total value of 0.592) is
the main priority and becoming alternative scenario that enable the Wawonii Island to develop. This
scenario is having more score value than the others indicating respectively (scenario 11 0.278, and scenario
[11 0.131). So the main priority of development scenario for Wawonii Island is the scenario |, that is the
implementation of catchments by the support of coastal land cultivation and other agricultural activities.

By using the scenario | as a base of development, the consequences emerge are; a. high rate of
environmental risk b. high rate of multiplier effect for work opportunities and income rising, c. ensure the

sustainable business, d. fastening the growth areas, compared with the two other scenarios.

Base on the forward process analyses, it was known that from the four stakeholders of involvement, the



local government have hierarchical highest value score of 0.418, while the other stakeholders indicate that
private sector 0,250, societies 0,223, and the non-government sector (NGO) having the lowest score of
0.110.

Based on the backward process analyses, it was known that that main problem becoming obstacles for
development process is the coordination relationship among stakeholders, with total value score of 0.395. It
was caused by something that so far there was no government instance to take in place, especially in
planning and implementing the Wawonii development activities.

The problems of development, then, need to be attended hierarchically is the limit of capital which having
total value score of 0.278. While the environment and human resources having value score of 0.163. From
the other analyses it was known that the government instances having important role and responsibilities to
solve coordination obstacles are BAPPEDA / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - (Regional
Planning Bureau) as well as Dinas Kelautan dan Perikanan / DKP(Marine and Fisheries Sector).

Based on the analyses of what policies should be taken by the stakeholder to solve the problems, it was
known that that main priority is to increase the coordination process, having value score of 0.296. Therefore
the roles of Bappeda need to be improved as planning bureau. So do the Marine and Fisheries Sector as an
institution responsible for the executing of the project. The other policies should be taken hierarchically are
training (0.212 score), infrastructure development (0.210), permit and fiscal (0.154), spatia plan (0.068),
and environmental risk assessment (0.060).

Based on the analyses of potential and supporting policies, it was known that the model of development
should be proposed is the model of scenario I. The development should be carried out through (1)
agribusiness and partnership approach (like Care-Plasma relationship) in which the private as patron, (2)
proper land use where the west coastal side is provided for shore and industrial areas, the east coastal side as
land coastal cultivation, while the central and north side as conservation areas.

From the research result, it could be summarized that (1) The Wawonii island is more appropriate to develop
as suggested in scenario |. Thisreason is due to the low rate of the environmental risk, the high multiplier
effect of work opportunity as well as the income rise. (2) There are four stakeholders having important role
with the local government as main stakeholder. (3) The main problems facing in development processis
concerning with the institutional and bureaucratic level, that is the lack of coordination among the executing
agencies of development. By those summaries, so the suggestion could be expressed here are: (1) Take the
scenario | as development approach for Wawonii island, and the scenario should be carried out through
agribusiness and partnership model (core-plasma relationship) by involving the government sector, private,
and the societies. (2) Plan the spatial ground areas properly, to minimize conflict and vested interest among
the agencies, also for minimizing the environmental degradation. (3) Build the integrated organization
executing the development, with deciding the BAPPEDA as coordinator of planning, while Dinas Kelautan
dan Perikanan as the institution responsible for the development activities.



